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Hakim	:	Siap pak?
PH	:	Siap.
Hakim	:	Termohon siap ya. Sidang perkara No. 39/Pid.Prap/2012/PN.Jaksel atas nama Pemohon KUKUH KERTASAFARI, S.T., dinyatakan dibuka, terbuka untuk umum.
(ketuk palu).
Hakim	:	Ya, jadi sebagaimana penundaan acara pada waktu yang lalu, hari ini adalah pengajuan alat bukti berupa saksi ahli dari pemohon, sudah siap pak?
PH (HM)	:	Siap.
Hakim	:	Silahkan diajukan.
PH (MIK)	:	Mohon maaf, bapak Hakim Yang Mulia, kemarin kan kita akan menyerahkan bukti tambahan dan juga mengkonfirmasi surat asli yang…
Hakim	:	Oh, surat asli.
PH (MIK)	:	P-8. Mungkin terlebih dahulu, itu dulu.
Hakim	:	P-8 ya? Silahkan.
Hakim	:	Silahkan dari Termohon pak.
 (menunjukan alat bukti kepada Hakim)
PH (MIK)	:	Ada 3, P-16A, P-16B dan P-16C. Copy, ini transkrip. Ini videonya, ini transkripnya. (Suara tidak begitu jelas, sedang mengajukan alat bukti dihadapan Hakim).
Hakim	:	Kita lihat, jadi ada penambahan dari P-15 sampai 17B, ya? Kemudian sudah hadir pak? Saksi Ahlinya?
PH (HM)	:	Iya, sebelumnya kami laporkan dulu kepada Hakim Yang Mulia, sedianya kami hari ini mengajukan 2 orang, sesuai ketetapan kemarin, ternyata baru hadi 1 orang, karena yang 1 lagi bertugas dinas, jadi tidak bisa ditangankan.
Hakim	:	Silahkan.
PH (MIK)	:	Mohon maaf, bapak Hakim Yang Mulia, Ahli sedang…
Hakim	:	Yasudah, kita tunggu lah.
PH (MIK)	:	Bapak Hakim.
Hakim	:	Silahkan.
Hakim	:	Bapak ada ini Curriculum Vitae atau data diri?
Hakim	:	Bisa lihat identitas pak?
Hakim	:	Jadi nama bapak ini, DR. CHAIRUL HUDA, S.H.,M.H.,?
Ahli (CH)	:	Betul.
Hakim	:	Lahir di Tangerang 28 Oktober 1970. Kemudian, agama Islam?
Ahli (CH)	:	Iya.
Hakim	:	Pekerjaan, ini sebagai pengajara ya?
Ahli (CH)	:	Iya. Dosen.
Hakim	:	Dosen ya, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pak Chairul selanjutnya saya panggil selaku Saksi Ahli ya?
Ahli (CH)	:	Baik.
Hakim	:	Ini Saksi Ahli diajukan oleh pemohon, atas nama Pemohon, KUKUH KERTASAFARI, S.T., bapak kenal?
Ahli (CH)	:	Tidak.
Hakim	:	Baik, karena bapak sebagai Saksi Ahli, bukan Saksi Fakta ya. Baik, ini sebelum memberi keterangan, disumpah menurut Agama Islam, bersedia pak?
Ahli (CH)	:	Bersedia.
Hakim	:	Silahkan. Ikuti ya pak.
Ahli (CH)	:	Iya.
Hakim	:	Bismillahirohmanirohim.
Ahli (CH)	:	Bismillahirohmanirohim.
Hakim	:	Saya bersumpah.
Ahli (CH)	:	Saya bersumpah.
Hakim	:	Bahwa saya.
Ahli (CH)	:	Bahwa saya.
Hakim	:	Sebagai Ahli.
Ahli (CH)	:	Sebagai Ahli.
Hakim	:	Akan memberikan.
Ahli (CH)	:	Akan memberikan.
Hakim	:	Pendapat saya.
Ahli (CH)	:	Pendapat saya.
Hakim	:	Mengenai.
Ahli (CH)	:	Mengenai.
Hakim	:	Hal – hal.
Ahli (CH)	:	Hal – hal.
Hakim	:	Yang dikemukakan.
Ahli (CH)	:	Yang dikemukakan.
Hakim	:	Menurut.
Ahli (CH)	:	Menurut.
Hakim	:	Pengetahuan.
Ahli (CH)	:	Pengetahuan.
Hakim	:	Dan keahlian saya.
Ahli (CH)	:	Dan keahlian saya.
Hakim	:	Kemudian kepada kuasa Pemohon, ini Ahli ini akan memberikan keterangan kaitannya dalam hal apa?
PH (HM)	:	Dalam hal proses penyidikan dan penahanan.
Hakim	:	Ya. Baik, demikian, silahkan mulai duluan ya. Silahkan.
PH (HM)	:	Terima kasih, Yang Mulia. Pertama – tama Ahli, kami ingin menanyakan menurut pengetahuan Ahli, apa yang dimaksud dengan penyidikan?
Ahli (CH)	:	Ya, KUHAP sudah mendefinisikan, apa yang dimaksud dengan penyidikan dan secara teoritik biasanya sebagai collecting evidence, atau dan juga penetapan tersangka. Jadi, rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Itu kata – kata yang disebutkan dalam KUHAP. Jadi, inti utama dari penyidikan itu adalah adanya serangkaian kegiatan, serangkaian tindakan dari pejabat yang disebut sebagai penyidik, untuk pertama – tama mencari dan mengumpulkan bukti. Mencari dan mengumpulkan bukti yang tujuannya bukti – bukti itu adalah untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan juga membuat dapat ditentukannya seseorang sebagai tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi tersebut. Jadi, itulah sebenarnya apa yang menjadi pengertian dari penyidikan. Tidak terdapat perbedaan pandangan dikalangan para Ahli tentang apa yang masuk dalam ruang lingkup penyidikan itu, seperti apa yang disebutkan di dalam definisi KUHAP.
PH (HM)	:	Baik, terima kasih. Tadi Ahli sudah menyebutkan bahwa serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan bukti, untuk membuat terang dan menemukan tersangka. Dari pengertian ini, kami ingin pemahaman dari Ahli, apakah harus ada bukti dulu baru ditetapkan tersangka, atau ditetapkan tersangka baru cari bukti? Yang mana menurut definisi?
Ahli (CH)	:	Itu tidak bisa dipisahkan ya. Kata – kata mencari dan mengumpulkan bukti itu tertuju kepada 2 hal. Yang pertama adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi, yang kedua adalah menentukan tersangka. Jadi, bukti – bukti yang dicari dan dikumpulkan itu pertama untuk memastikan, membuat terang tindak pidana yang terjadi. Lalu bukti – bukti yang dikumpulkan dan dicari itu, digunakan untuk menentukan tersangka. Jadi tidak bisa penetapan tersangka itu tanpa disertai dengan bukti – bukti yang sudah dikumpulkan, karena justru dengan adanya bukti – bukti yang ditemukan dan dikumpulkan itu lah bisa ditetapkan seseorang sebagai tersangka.
PH (HM)	:	Kalau boleh saya menyimpulkan secara singkat, berarti harus ada bukti dulu yang terkumpul, baru lah ditetapkan sebagai tersangka? Begitu?
Ahli (CH)	:	Iya.
PH (HM)	:	Baik. Kemudian, seorang ditetapkan sebagai tersangka, itu biasanya akan menyangkut 1 pasal, apakah bukti – bukti yang terkumpul ini, yang menurut definisi penyidikan itu tadi, harus menyangkut semua, mengumpulkan bukti untuk semua unsur dari semua pasal yang disangka tadi?
Ahli (CH)	:	Iya, tadi kan definisinya adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Jadi bukti – bukti itu dalam pengertian ini adalah dapat membuktian dalam tingkat penyidikan, adanya unsur – unsur dari suatu tindak pidana yang dipersangkakan terhadap seseorang. Jadi bukti – bukti tadi merujuk kepada pemenuhan unsur – unsur dari tindak pidananya itu dan tentunya tidak bisa sebagian unsur saja yang ada buktinya, seperti itu. Karena sebagian unsur saja belum tentu merupakan suatu tindak pidana. Kecuali percobaan dari tindak pidana. Jadi bukti – bukti yang dikumpulkan, bukti – bukti yang ditemukan, itu merujuk kepada dapat dipenuhinya unsur – unsur dari suatu tindak pidana dan kemudian dapat ditentukannya, bahwa seseorang lah yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi tersebut.
PH (HM)	:	Dalam hal ini, kami ingin mengkonkreet kan bagaimana seseorang yang disangka melanggar, yang ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan, atas dakwaaan pasal 2, UU 31 Tahun 1999. Yang ingin kami konkreetkan adalah apakah orang ini, ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, semua unsur dari pasal 2 itu harus dipenuhi?
Ahli (CH)	:	Iya, karena tadi kata – kata mencari dan mengumpulkan bukti digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidananya. Apa yang membuat terang tindak pidana adalah dapat dipenuhinya unsur – unsur dari tindak pidana itu. Dan kata – kata berkenaan mencari dan mengumpulkan bukti itu juga digunakan untuk menemukan tersangka. Jadi, si tersangka ini, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka ini karena bukti – bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik itu dapat terang - benderang lah suatu tindak pidana yang dia dilakukan.
PH (HM)	:	Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ahli, jika ada suatu proses penyidikan, yang serta – merta menetapkan sebagai tersangka, padahal buktinya masih dicari?
Ahli (CH)	:	Ya, berarti penetapan tersangka itu tidak mengikuti tata cara yang ditentukan di dalam KUHAP. Karena dalam definisi tentang penyidikan itu, serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam UU. Jadi mencari dan mengumpulkan bukti dan juga untuk membuat terang suatu tidak pidana yang terjadi, mencari dan mengumpulkan bukti untuk menetapkan sebagai tersangka itu menurut tata cara yang diatur dalam UU. Yang di dalam hal ini harus didasarkan adanya bukti – bukti yang dikumpulkan. Jadi kalau ada orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti – bukti yang mengarah bahwa dia adalah pelaku tindak pidana, atau tanpa adanya bukti – bukti bahwa ada tindak pidana yang telah terjadi katakan lah seperti itu, maka penetapan tersangka yang demikian itu mengesankan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam KUHAP.
PH (HM)	:	Baik. Kami lanjutkan. Dalam konteks yang terakhir ini tadi, bahwa kalau tidak terpenuhi berarti tidak berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP, kemudian tersangkanya ini langsung dikenakan penahanan. Nah, bagaimana konsekuensinya ini?
Ahli (CH)	:	Nah, ini tadi, karena menyertakan seseorang sebagai tersangka, menimbulkan kewenangan bagi penyidik melakukan upaya – upaya paksa, seperti misalnya penangkapan, penahanan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian disediakan oleh penuntut UU, untuk menguji gitu ya, untuk menguji apakah penggunaan upaya paksa itu sah atau tidak, yang diantaranya adalah bisa diukur dari awal tentang bagaimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Karena tidak mungkin tersangka atau terdakwa ditahan, jadi ditetapkan sebagai tersangka ada tata caranya yang kemudian dengan itu, bisa yang bersangkutan dikenakan upaya paksa. Jadi kalau kita garis bawahi dari sini, bahwa penetapan tersangka yang tidak menurut tata cara yang disyaratkan dalam UU, secara mutatis mutandis, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan terhadap yang bersangkutan menjadi tidak sah.
PH (HM)	:	Menurut Ahli, seseorang tersangka tuh untuk dapat dikenakan penahanan tuh syarat – syaratnya apa?
Ahli (CH)	:	Saya menerangkan pada 4 kriteria untuk bisa dikatakan penahanan itu sah, menurut yang dikenakan dalam KUHAP. Jadi barangkali bukan syarat – syarat dapat dilakukan penahanan, tetapi apakah suatu tindakan penahanan itu dikatakan sah atau tidak. Gitu ya, mungkin seperti itu ya, ada perbedaan sedikit perspektifnya. Nah, KUHAP mengamatkan ada 4 kriteria. Pertama adalah berkenaan dengan tujuan, bahwa penahanan harus untuk tujuan penyidikan, untuk tujuan penuntutan, dan untuk tujuan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Artinya pada hal itu, kontekstual harus didasarkan pada suatu tujuan, tujuan law enforcement, tujuan penegakan hukum yang dirinci tadi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Yang kedua adalah penahanan dilakukan atas dasar hukum. Artinya harus ada dasar hukum untuk melakukan penahanan, baik atau terutama dasar hukum bagi pejabat yang melakukan penahanan, karena tidak semua pejabat penyidik, tidak semua penyidik memiliki kewenangan untuk penahanan. Sehingga penting sekali adanya kepastian bahwa pejabat yang melakukan penahanan ini mempunyai landasan hukum untuk melakukan tindakan yang demikian itu, untuk melakukan tindakan penahanan itu. Cukup banyak penyidik, Pegawai Negeri Sipil misalnya, tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Yang ketiga adalah berkenaan dengan alasan – alasan. Dalam teori ilmu dikemukakan paling tidak ada 2 alasan, yaitu alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif adalah berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang dapat ditahan, karena bisa semua tindak pidana itu semua tersangkanya itu dikenakan penahanan. Yang kedua, yang disebut denga alasan subjektif itu yang dalam hal ini berupa adanya bukti – bukti bahwa telah timbul kekhawatiran bagi penyidik, bahwa yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya, akan menghilangkan barang bukti atau akan melarikan diri,  ini disebut dengan alasan subjektif. Yang keempat adalah prosedur dan tata cara. Jadi penahanan itu harus dilakukan menurut tata cara, menurut prosedur yang diatur oleh KUHAP. Jadi 4 kriteria ini lah yang digunakan khasanah teoritik untuk menilai apakah suatu tindakan penahanan itu sah atau tidak. Yang bersifat komulatif, artinya keempat kriteria ini harus ada. Jadi memang ada tujuannya untuk melakukan penahanan, penyidiknya berwenang untuk melakukan penahanan, ada alasan untuk melakukan itu dan dilakukan menurut tata cara yang diamatkan dalam KUHAP. Saya kira itu.
PH (HM)	:	Baik, terima kasih. Tadi saudara sebutkan ada syarat objektif?
Ahli (CH)	:	Iya.
PH (HM)	:	Tidak melakukan ini, tidak mengulangi dan sebagainya.
Ahli (CH)	:	Syarat subjektif.
PH (HM)	:	Syarat objektif dan syarat subjektif. Tolok ukur apa yang bisa digunakan, bahwa ini harus ditahan karena dia khawatir akan melarikan diri. Nah untuk menentukan kekhawatiran melarikan diri ini, tolok ukur apa yang dipakai? Demikian juga untuk mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti? Nah ini, tolok ukur apa yang dipakai untuk itu?
Ahli (CH)	:	Ya, sebenarnya KUHAP dalam satu rangkaiannya menentukan mengenai hal ini, jadi penahanan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan adanya kekhawatiran ini, jadi diduga keras melakukan tindak pidana. Diduga keras melakukan tindak pidana, kalau kita ambil bahasa pendidikan tadi, bahwa ada bukti – bukti yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Dan adanya bukti – bukti ini juga yang digunakan untuk melihat adanya kekhawatiran tadi. Jadi, diduga keras di sini bukan hanya diduga keras melakukan tindak pidana, tetapi diduga keras akan melarikan diri, diduga keras akan mengulangi perbuatannnya, diduga keras akan merusak barang bukti. Yang diduga keras kita bahasakan seperti pengertian penyidikan, maka ada bukti – bukti yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana, dan ada bukti – bukti yang bersangkutan akan melarikan diri. Jadi alasan subjektif ini juga harus didasarkan pada kriteria – kriteria yang objektif. Jadi adanya indikator – indikator yang  memang memungkinkan yang bersangkutan akan melarikan diri. Ya misalnya sudah me-reserve tiket ke luar negeri atau mendapatkan visa dari sebuah negara untuk dia tujuannya kesana. Nah itu salah satu bukti untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya sepenuhnya diserahkan pada subjektivitas dari penyidik, katakana lah seperti itu. Kalau seperti itu, kriterianya menyebabkan sangat tergantung dari mau – maunya penyidik, ada kalanya penyidik mau menahan, ada kalanya tidak, tergantung subjektivitasnya. Saya pikir KUHAP tidak mengamanatkan demikian.
PH (HM)	:	Kalau demikian, KUHAP sendiri penahanan ini sebagai suatu keharusan atau bagaimana?
Ahli (CH)	:	Dalam beberapa tulisan saya sudah mengemukakan, saya mengambil, mengutip dari pendapatnya SAYLIS sebenarnya, jadi non arrested is principal, arrest is exception, tidak ditahan adalah prinsipnya, ditahan adalah pengecualian. Jadi KUHAP sebenarnya menganut prinsip bahwa tersangka tidak ditahan, hanya dalam keadaan – keadaan yang tertentu saja, bahwa kemudian tersangka boleh dilakukan penahanan. Jadi umumnya tidak ditahan. Jadi kalau pertanyaannya harus atau tidak ditahan? Saya kira jawabannya tidak.
PH (SFM)	:	Ahli, berkaitan dengan penahanan, masalah penahanan ini selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia, karena membatasi hak seseorang. Mohon ahli memberikan pendapatnya korelasi penahanan ini dengan hak asasi manusia.
Ahli	:	Ya, Hukum acara sebenarnya memberikan 2 substansi pokok. Yang pertama menyangkut proses hukum, yang kedua menyangkut prosedur hukum. Proses hukum adalah upaya mengurangi hak-hak asasi seseorang, prosedur hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak asasi seseorang. Semua proses harus harus diimbangi dengan prosedur, tidak boleh ada proses tidak boleh ada pengurangan hak asasi yang tidak disertai dengan prosedur. Disinilah letak keagungan hubungan hukum acara dalam hal ini yang sedikit banyak sudah intodusir melalui KUHAP. Jadi setiap proses apakah memanggil, apakah menetapkan tersangka, apakah kemudian menangkap tapi harus melalui prosedur. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hubungan antara hak asasi dengan upaya paksa KUHAP misalnya jelas. KUHAP itu fungsinya 2, dia memberi legalitas kepada penegak hukum untuk melanggar hak asasi orang, tetapi juga KUHAP berfungsi menjamin seseorang terlindungi hak asasinya. Jadi dengan dipenuhinya prosedur sekalipun terpenuhinya syarat-syarat penyidik memiliki wewenang untuk menahan. Tetapi untuk bisa menahan diperlukan harus dipenuhinya syarat-syarat prosedur itu. Jadi KUHAP adalah sarana untuk secara legal mengurangi hak asasi seseorang tetapi juga adalah sarana untuk melindungi hak asasi seseorang.
PH (SFM)	:	Baik, kalau memang penahanan ini memberikan kewenangan yang bebas, yang besar kepada penyidik. Bagaimana menurut ahli apabila kewenangan itu disalahgunakan atau diselewengkan dalam pelaksanaanya.
Ahli	:	Ya itu tadi, ada prossedur yang harus diikuti oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum dan juga hakim untuk menggunakan kewenangannya terutama dengan hak-hak asasi seseorang. Jadi ini adala mekanisme untuk mengontrol jangan sampai penegakan hukum itu merupakan 1 bentuk kesewenang-wenangan. 1 bentuk kesewenangan jadi ada prosedurnya.
PH (SFM)	:	Dalam hukum positif kita disebutkan ada alasan-alasan kekhawatiran dan juga penahanan yang dilakukan, misalnya kekhawatiran melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Misalnya melarikan diri kalau ada pihak yang memberikan jaminan bahwa seseorang itu tidak melarikan diri. Ada orang yang disangkakan ini tadi tidak mungkin merusak atau menghilangkan barang bukti karena jabatan atau kedudukan atau posisi dia jauh dari yang disangkakan. Jadi dia juga tidak mungkin mengulangi tindak pidana. Menurut ahli kalau semua kekhawatiran itu dapat dipenuhi apakah penahanan terhadap seseorang dengan hak asasi manusia itu tadi masih perlu dilakukan.
Ahli	:	Saya pikir, jalan berpikirnya jangan terbalik. Jalan berpikirnya bahwa tidak ada kekhawatiran tapi yang harus dibuktikan adalah adanya kekhawatiran. Jadi penyidik harus bisa membuktikan bahwa kekhawatiran itu ada bukan lalu kemudian Tersangka harus membuktikan tidak perlu khawatir terhadap saya, ini 2 hal yang berbeda. Jadi yang ada kekhawatiran itu yang harus dibuktikan jadi kalau penyidik mengatakan bahwa yang bersangkutan apa alasannya. Apa alasannya yang bersangkutan, apa petunjuknya apa dasarnya yang bersangkutan akan melarikan diri dan hal-hal seperti itu. Kalau tadi ada yang mengatakan posisinya dijamin, menjadi terbalik gitu ya. Persoalannya menjadi terbalik, jadi seolah-olah kalau dijamin tidak akan melarikan diri, tidak seperti itu. Tetapi untuk bisa menahan dia atau penyidik harus punya alasan dan alasan itu antaranya ada data, informasi, keterangan, ada bukti bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri dan seterusnya itu. Menurut saya perspektifnya, perspektif penyidik karena ini persyaratan yang ditetapkan kepada penyidik, bukan criteria yang ditetapkan kepada tersangka.
PH (SFM)	: 	Untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, misalnya melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU no 21tentang apakah saat penyidikan dilakukan semua unsur-unsur dari pasal yang disangkakan itu harus terpenuhi.
Ahli	:	Ya, legitimasinya tadi kan kembali lagi ke penyidikan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana terjadi. Membuat terag tindak pidana yang terjadi adalah memenuhi semua unsur kalau pasal 2 ayat 1 UU Tindak pidana korupsi, maka semua unsur pasal itu sudah ada buktinya. Bahwa itu telah terjadi dan juga sudah ada buktinya bahwa yang bersangkutan yang melakukannya kan begitu. Karena bisa jadi tindak pidana yang terjadi hanya. Jadi bukti itu diperlukan untuk menentukan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Korupsi itu bisa dipenuhi. Telah terjadi, telah terwujud suatu kejadian konkrit dan bukti-bukti itu juga diperlukan untuk Tersangka, bahwa seseorang itulah yang kemudian melakukan tindak pidana itu sehingga kemudian yang bersangkutan.
PH (SFM)	:	Baik saya lanjutkan, dalam pasal 2 dan pasal 3 itu adalah perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara, ini adalah salah satu unsur. Bagaimana jika dalam penyelidikan dilakukan unsur itu belum terpenuhi sedangkan Tersangka telah ditetapkan sebagai Tersangka bahkan ditahan. Bagaimana menurut Ahli.
Ahli	:	Ya berarti belum bisa ditentukan adanya kerugian negara karena belum bisa adanya suatu tindak pidana. Dan secara mutatis mutandis juga belum perlu menetapkan suatu orang sebagai Tersangka. Saya kita begitu.
PH (SFM)	:	Yang terakhir, mohon pencerahan dari Ahli mengenai makna “dapat” didalam unsur pasal 2 dan pasal 3 ini. Dari optik hukum pidana.
Ahli	:	Kata dapat kerap kali dipahami bahwa kerugian itu sifatnya potensial, padahal sebenarnya makna kata dapat disini untuk menjangkau peristiwa-peristiwa dimana perbuatan melawan hukum, bila kesewenangan jabatan sudah terjadi tetapi kerugiannya secara kongkrit belum benar-benar timbul. Saya ambil contoh misalnya, ada pemborong ditugaskan untuk membangun gedung pengadilan ini dengan aspek tertentu ketika yang bersangkutan membangunnya dengan aspek yang lain, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang berkenaan dengan hal ini, maka pada dasarnya telah ada perbuatan yang dapat merugikan pengadilan.  Walaupun negara benar-benar rugi kalau gedung pengadilan ini runtuh. Jadi kata dapat disini menunjukan bahwa kerugian yang akan timbul, yang timbulnya pada masa yang akan datang katakanlah begitu. Tetapi  menurut perhitungan ahli bahwa kerugian itu pasti akan datang. Jadi bukan potensi tapi kerugian akan datang dikemudian hari, inilah gunanya kata dapat karena kalau misalnya si pemborong tadi rumusan deliknya adalah merugikan keuangan negara kalau gedungnyya belum runtuh kan belum bisa dikatakan rugi karena ada yang menjadi tugas penegak hukum tetapi dengan dikatakannya kata dapat, perbutannya membangun gedung pengadilan itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tadi. Itu telah mejangkau telah masuk ke dalam pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi kalau saya berpendapat ini sudah saya sampaikan beberapa kali dalam sidang dengan tindak pidana korupsi makna kata dapat itu sama maknanya dengan percobaan dalam pasal 53 KUHP. Jadi perbuatan permulaan pelaksanaannya itu sudah ada cuma wujud konkrit dibagian yang timbul belum muncul dalam peristiwa itu. Inilah yang dimaksud dengan kata dapat dalam unsur dapat merugikan keuangan negara, pendapatan negara dari tindak pidana korupsi.
PH (SFM)	:	Terakhir sekali, kata dapat itu kalau dihubungkan dengan unsur lainnya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri itu kan artinya konkrit, sudah ada. Padahal kata  dapat 
Ahli	:	Ya memang terjadi kontradiksi disitu, kata memperkaya diri sendiri pengertian dasarnya adalah bertambahnya kekayaan yang bersangkutan. Bagaimana dikatakan adanya pertambahan kekayaan kalau tidak dapat dibuktikan adanya kerugian yang. Jadi pertambahan itu bersumber dari kerugian itu, nah bisa jadi dia sudah bertambah kekayaannya katakanlah seperti itu, kerugian negara itu belum terjadi pada waktu itu. Tapi menurut perhitungan ahli akan terjadi katakanlah seperti itu. Jadi memang menjadi perdebatan panjang berkenaan dengan kata-kata dapat dalam unsur ini apakah kemudian hal ini berakibat delik pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu menjadi delik formil katakanlah seperti itu atau menjadi delik materil atau kemudian delik formil dan materil ini menjadi perdebatan yang panjang sekali tapi yang pasti menurut saya, bahwa untuk bisa dikatakan adanya perbuatan yang dapat  merugikan keuangan negara diperlukan perhitungan dari ahli. 
PH (SFM)	:	Baik, terima kasih.
PH (HM)	:	Baik, kami lanjutkan. Salah satu dari pelaksanaan KUHAP ini agak sedikit adanya Kepmen tentang pelaksanaan KUHAP, saya tidak hapal nomornya pak yang dikeluarkan tanggal 23. Disana di penahanan diperlukan 2 hal, adanya yang disebut dengan dasar hukum dan ada dasar keperluan. Mohon ahli jelaskan tentang hal ini.
Ahli	:	Ya, dasar hukumnya adalah kriteria yang pertama eh sorry kriteria yang kedua dan kriteria yang keempat. Sedangkan dasar hukumannya adalah kriteria pertama dan kriteria ketiga seperti yang disebutkan tadi. Yang dimaksud dengan dasar hukum adalah adanya kewenangan penyidik untuk melakukan pengadilan dan dilakukan menurut tata cara yan disebutkan dalam Undang-undang. Dan yang sesuai dengan dasar keperluan adalah banyak tujuan yang diperlukan tujuan tertentu bagian penahanan dan adanya alasan-alasan untuk itu dilakukan penahanan itu. 
PH (HM)	:	Apakah dalam hal ini dilakukan secara kumulatif atau bisa sendiri-sendiri.
Ahli	:	Jelas kumulaif, tadi saya sudah jelaskan itu kumulatif dalam bahasa peraturan pelaksanaan KUHAP itu juga harus dilakukan dengan 2 syarat yang dilakukan dengan kumulatif.
PH (HM)	:	Terima kasih. Dalam proses pertama adalah penyidikan seringkali muncul kata-kata bukti permulaan yang cukup, kami mohon penjelasan dari ahli apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup.
Ahli	:	KUHAP tidak menjadi bisikan apa yang dimaksud dengan bukti  permulaan yang cukup tetapi kalau yang kitta lihat bahwa istilah ini digunakan untuk menyatakan suatu proses penyelidikan itu sudah cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana dan sudah  cukup tentang seseorang yang dijadikan tersangka. Nah proses penyidikan harus dilihat sebagai mata rantai dari proses-proses yang lain yang berikutnya terjadi yaitu penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Pada dasarnya bukti permulaan yang cukup dalam ranah penyidikan harus dipandang sebangun dengan alat bukti minimal yang dibutuhkan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dan proses pemeriksaan.jadi saya membedakan istilah bukti yang diberikan di ranah penyidikan dan alat bukti yang diberikan dalam ranah pemeriksaan sidang. Di pasal 123 KUHAP disebutkan bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana minimal ada 2 alat bukti, dan keyakinan hakim dalam hal ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah adanya 2 bukti plus keyakinan hakim dalam hal ini. Jadi bukti permulaan yang cukup dalam hal ini adalah adanya 2 bukti untuk tiap-tiap unsur tindak pidana dalam hal ini.
PH (HM)	:	Baik, apakah ini sejalan dengan pasal 64 UU 30 tahun 2002 tentang tindakan kalau kami tidak salah itu menyatakan seperti ini, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup minimal harus ada 2 alat bukti. Dan ini sejalan dengan pasal 44 UU 30 tahun 2002.
Ahli	:	Ya, betul.
PH (MIK)	:	Tadi disebutkan 2 alat bukti, dalam pasal 184 KUHAP, apakah alat bukti itu ada spesifik khusus .
Ahli	:	Maksudmu? Saya tidak mengerti.
PH (MIK)	:	2 alat bukti tadi seperti yang disebutkan bahwa bukti permulaan adalah 2 alat bukti, di pasal 184 ada 5 mengenai alat bukti tersebut. Bukti apa saja yang menjadi spesifik khusus untuk itu.
Ahli	:	Baik, pengertian bukti lebih luas dari alat bukti. Karena disisi yang lain alat bukti lebih sempit dari pada alat bukti karena alat bukti adalah alat bukti petunjuk, ada alat bukti keterangan Terdakwa itu tidak mungkin bisa terjadi bukti katakan lah di ranah penyidikan karena petunjuk itu domeinnya hakim, di penyidik itu hakim belum ada. Terdakwa itu adanya di sidang pengadilan, jadi keterangan Terdakwa itu adalah alat bukti yang ada di sidang pengadilan dan oleh karena itu dari sisi ini, itu lebih sempit dari alat bukti. Tetapi disisi yang lain bahwa bukti ini tidak terbatas daripada 3 tersisa dari apa yang disebut dalam 184 KUHAP. Jadi bukan hanya keterangan saksi, bukan hanya surat, bukan hanya pendapat ahli tetapi juga dengan segala macam informasi, segala macam bahan yang bisa digunakan bagi penyidik untuk membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi dan seseorang yang telah melakukan itu sebagai Tersangkanya. Jadi korelasinya adalah memang bukti ini yang nanti bisa menjadi alat bukti dimuka sidang pengadilan, tetapi tidak semua bukti itu menjadi alat bukti karena bukti itu menjadi barang bukti. Misalnya benda yang melakukan kejahatan menjadi Tersangka inilah barang bukti. Barang bukti bukan alat bukti, tetapi dia bukti jadi korelasinya yang paling dekat yang penting adalah sebenarnya kalau dihubungkan dengan alat bukti minimal ada beberapa alat-alat bukti seperti yang disebutkan dalam 184 KUHAP kecuali petunjuk pengadilan.
Hakim	:	Saudara cukup.
PH (MIK)	:	Cukup Yang Mulia.
Hakim	:	Baik, saya lanjutkan ya pak. Jadi pembicaraan kita batasi sampai dengan status Tersangka. Tadi bapak menerangkan status Tersangka untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka perlu dikumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Kemudian berkaitan dengan bukti permulaan pak ya, kalau bapak tadi menerangkan bahwa harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Kemudian pak dalam hal penentuan status Tersangka dengan adanya bukti permulaan, adakah kemungkinan bahwa karena tidak cukupnya alat bukti tidak bisa meningkat sebagai Terdakwa.
Ahli	:	Mungkin saja.
Hakim	:	Jadi apakah masih tetap pendapat bapak harus tetap ada 2 alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi seorang Tersangka. Karena dengan adanya kemungkinan bahwa dari status Tersangka itu tidak akan meningkat menjadi status Terdakwa.
Ahli	:	Ya, saya tetap bahwa perlu 2 bukti untuk paling tidak menetapkan sebagai Tersangka tetapi kemudian seseorang sebagai Tersangka itukan tidak akan tergantung dari tindak pidana yang sudah dilakukan dan kemudian memang ada bukti yang bersangkutan dengan ada yang melakukannya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, berhubungan dengan hal itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang misalnya tindak pidana itu ternyata sudah freal, sudah daluarsa. Tentu dalam kejadian seperti ini memenuhi syarat untuk tidak melanjutkan dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan. makanya dalam penghentian penyelidikan disebutkan juga bahwa penyidikan bisa dihentikan dengan alasan hukum. Atau misalnya si Tersangka ini kemudian meninggal dunia, atau misalnya ternyata sekalipun sudah  ditetapkan orang sebagai Tersangka ada terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kemudian apa yang menjadi yang dipersangkakan oleh yang bersangkutan berubah sifat melawan hukumnya. Jadi ketika seorang Tersangka sebenarnya untuk kemudian tidak dilanjutkan perkaranya ke sidang pengadilan itu bukan ditentukan oleh bahwa yang bersangkutan itu ada bukti atau tidak sebagai Tersangka. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan yang bersangkutan tidak menjadi Terdakwa karena perkaranya tidak bisa diteruskan.
Hakim	:	Begitu ya, kemudian masalah penahanan. Dalam KUHAP ada rumusan baku, sebutkan adanya kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Itukan rumusan baku, kemudian bapak tadi menyebutkan bahwa tadi ada 4 hal mengenai penahanan ya, 1 mengenai tujuan, 2 dasar hukum, 3 alasan subjektif, 4 prosedur dan tata cara. Yang ingin saya tanyakan pada bapak, mengenai rumusan yang baku tadi adanya kekhawatiran melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Ini bagaimana seseorang mengukur bahwa si A ini kok ditahan kemudian tanpa ada penjelasan mengenai kekhawatiran akan melarikan diri atau merusak barang, coba.
Ahli	:	Makanya saya biasanya tidak membaca pasal itu atau ayat itu hanya sepenggal bagian saja, bacanya dari depan, yang bersangkutan di duga keras melakukan proses tindak pidana dan adanya kekhawatiran lain. Jadi diduga keras ini kalau tadi saya artikan sebagai mengembalikannya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Makka bukti yang bersangkutan melakukan tindak pidana juga ditambah dengan bukti yang bersangkutan akan melarikan dirilah yang diperlukan untuk dapat dikatakan kekhawatiran penyidik tadi beralasan. Kan persoalannya adalah apakah kekhawatiran penyidik tentang yang bersangkutan akan melarikan diri beralasan atau tidak untuk mengukur apakah penahanan ini mempunyai alasan atau tidak. Dan inilah yang menurut saya harusnya didasarkan pada bukti-bukti juga, didasarkan pada keadaan-keadaan, informasi-informasi juga. Bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidananya, merusak dan menghilangkan barang bukti. Adanya cukup dasar bagi penyidik kekhawatiran itu ada dengan bisa menunjukkan bukti-buktinya terhadap yang bersangkutan. Misalnya track record yang bersangkutan adalah sebagai criminal career sebagai orang yang sudah berulang kali berbuat kejahatan, jelas orang yang seperti ini kekhawatiran penyidik beralasan untuk ditahan atau misalnya yang bersangkutan itu adalah orang yang memang dalam segi ekonomi dari segi kemampuannya bisa dengan leluasa pergi misalnya dari tempat kegiatannya baik ketempat lain maupun ke luar negeri. Dengan mudah, dengan leluasa bisa melakukannya nah kekhawatiran ini cukup beralasan tentunya apalagi sudah melakukan visa ke suatu negara, sudah mempunyai tiket yang pesawat terbang yang setiap saat bisa digunakan ini adalah bukti-bukti tentang adanya kekhawatiran itu adalah suatu keadaan yang diperlukan untuk.
Hakim	:	Scors di cabut sidang dibuka kembali.
		(palu di ketuk satu kali)
Hakim	:	Silahkan pak dilanjutkan.
Ahli	:	Lalu dalam pemaham saya, dalam sidang pra-peradian, disinilah kesempatan untuk penyidik untuk membuktikan bahwa kekhawatiran itu ada beralasan, ada dasarnya, ada buktinya. Dalam system commen law bahkan bukan ketika di komplain, tetapi untuk bisa melakukan penahanan. harus ehm penyelidik bisa membuktikan bahwa memang ada bukti-bukti yang memadai di depan hakim bahwa yang bersangkutan patut ditahan. Nah, didalam system kita ketika ada kompalin baru di berikan kesempatan untuk membuktikan mengenai hal itu. Saya kira itu pak.
Hakim	:	Jadi menurut bapak untuk mengetahui apakah untuk terpenuhi seperti bapak sebutkan tadi yah, 4 (empat) hal tadi ada pra-peradilan?
Ahli	:	Ya. 
Hakim	:	Upaya lain ga ada?
Ahli	:	Gak ada.
Hakim	:	Silahkan, ada pertanyaan? (bertanya kepada termohon)
Termohon 2	:	Terimakasih pak, Saudara ahli ya, tadi saudara ahli tadi selalu mendefinisikan penyidikan merupakan rangkain yang lebih jelas ya? Atau bisa mengulang lagi penyidikan tersebut?
Ahli	:	Ya, penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat peran tindak pidana yang terjadi, dan mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. 
Termohon	:	Kalau definisi penyelidikan bagaimana?
Ahli	:	Penyelidikan adalah serangkaian dari penyelidik untuk menetukan apakah memang telah terjadi tindak pidana. 
Termohon	:	Oke, sekarang kalau telah terjadi penyelidikan, apakah kalau telah melakukan penyelidikan lalu naik menjadi penyidikan menurut ahli bagaimana yang terjadi dengan proses penahan itu? 
Ahli	:	Ya, penyelidikan hanya memastikan bahwa apakah benar telah terjadi tndak pidana atau bukan, tetapi belum collecting-effidence belum mengumpulkan bukti, seperti itu. Jadi masih sifatnya masih bahan pangan, bahan informasi, hasil intellegend, hasil analisis, itu semuanya penyelidikan. Tapi.. (pembicaraan dipotong oleh termohon)
Termohon	:	Tapi.. (di potong pembicaraan oleh ahli)
Ahli	:	Sebentar, saya lanjutkan ini ya.. ketika ditingkatkan ketahap penyidikan, semua bahan tadi harus di rubah menjadi bukti. Bahan keterangan itu harus di ambil menjadi Berta Acara Pemeriksaan Saksi misalnya. Sebagai bukti keterangan saksi. Bahan analisis tadi misalnya harus disertai penyertaan surat-surat dimana analisis itu beserta pada surat-surat. Nah, serangkaian pemeriksaan ini, memanggil, memeriksa saksi, menyita surat-surat, menggeledah misalnya, yang bersumber pada bahan informasi bahan keterangan bahan penyelidikan, inilah yang disebut dengan penyidikan.
Termohon 2	:	Nah, kalau bahan penyidikan itu di pakai  sama dengan itu bagaimana, artinya yang tadi saudara katakan penyelidikan kita mengcari keterangan, kemudian di penyidikan kita panggil secara dalam arti yustisia.. ehm.. apa itu, proyustisia, artinya kita sudah memberikan berita acara, artinya memang bahan-bahan itu sudah kita pakai di penyidikan. Itu bagaimana saudara?
Ahli	:	Ya, berarti sudah dilakukan pengumpulan bukti.
Termohon	:	Pengumpulan bukti?
Ahli	:	Ya, Tapi tidak begitu saja apa yang di peroleh di penyelidikan lalu di pakai di dalam penyidikan. Tapi ada prosesnya ini ya, jadi misalnya. Penyelidik meng-interview seseorang terdapatlah informasi tentang seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Nah, hasil dari interview itu adalah bahan keterangan,  ketika masuk kedalam tahap penyelidikan, si pemberi informasi tadi dipanggil menjadi saksi lalu di periksa sebagai saksi. Begitu, jadi yang tadinya bahan keterangan berubah dia menjadi bukti begitu, jadi ada tahapan prosesnya untuk bisa menjadikan kemudian hal informasi yang didapat didalam penyelidikan itu lalu kemudian menjadi bukti didalam penyidikan.
Termohon	:	Artinya  memang kita tetap memakai, Cuma setelah kita memakai bahan penyelidik seperti itu kita geser atau kita proses sesuai prosedur yang ada seperti yang tadi ahli katakana, bahwa yang dulunya diminta intograsi atau wawancara, kita sudah pakai di berita acara pemeriksaan itu sudah kita lakukan, nah itu bagaimana?
Ahli	:	Ya berarti sudah di lakukan pengumpulan atau mencari bukti. 
Termohon	:	Oke, makasih ya. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa tanpa adanya bukti sehingga orang tersebut tidak apa.. belum.. belum bisa dikatakan, hem.. apa, penetapan tersangka begitu ya, yang ingin saya pertanyakan apakah bukti-bukti yang di miliki penyidik, haruskah diberitahukan halayak?
Ahli	:	Tidak.
Termohon	:	Tidak?
Ahli	:	Ya.
Termohon	:	Jadi ini yang berwenang hanya penyidik saja?
Ahli	:	Iya.
Termohon	:	Pertanyaan saya selanjutnya, kalau memang begitu apakah diperkenankan seorang penyidik melakukan penahanan dan tidak memberitahukan bukti-bukti itu bahwa kita sudah mempunyai bukti, bahwa seseorang itu diduga keras telah melakukan tindak pidana? Itu bagaimana menurut ahli?
Ahli	:	Saya tadi katakana bahwa untuk bisa orang ditahan bukan hanya yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana. Untuk bisa ditahan, untuk yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana tadi berdasarkan bukti-bukti yang sudah di kumpulkan, tetapi juga ada bukti-bukti bahwa adanya kekhawatiran tadi. Jadi yang harus di buktikan didalam sidang pra-peradilan ini adalah penyidik mempunyai bukti, mempunyai dasar, mempeunyai alasan, untuk adanya kekhawatiran tentang yang bersangkutan akan melarikan diri dari tindak pidananya atau merusak alat bukti itu. Ya memang penyidik tidak harus membuktinkan adanya tindak pidana, karena ini bukan pemeriksaan pada pokok perkara dalam hal ini.
Termohon	:	Baik, pertanyaan saya selanjutnya. Artinya kekhawatiran itu hanya ada penyidik toh? 
Ahli	:	Ya, kekhawatiran itu adalah pertimbangan penyidik tentang yang bersangkutan, tentang tersangka ini. Bahwa yang bersangkutan,, ehm, penyidik mempertimbangkan, memperkirakan, memperhitungkan, mempunyai kekhawatiran bahwa yang bersangkitan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidananya, atau merusak barang bukti. Nah, perhitungan, kekhawatiran, dasar, dugaan, itu kan harus bisa dibuktikan bahwa memang itu ada. Disinilah gunanya pra-peradilan untuk membuktikan bahwa kekhawatiran itu memang ada, seperti itu.
Termohon	:	Sekarang apakah halayak seperti itu harus diumumkan juga ke public, sehingga harus ditahan ini. Bagaimana ini?
Ahli	:	Tidak ke public, ke sidang pra-peradilan.
Termohon	:	Yang memang awal.. yang sidang pra-peradilan ini?
Ahli	:	Ya. 
Termohon	:	Ya artinya pada waktu penyidik pada waktu penahanan kemarin ya harus dong, bahwa membertitahu kekhawatiran ini kepada orang-orang tertentu kan?
Ahli	:	Betul, dalam system kita memang ketika penahanan itu di complain melalui pra-peradilan baru dibuktikan. Tadi saya sebutkan dalam common law sebelum menahan penyidik harus datang ke hakim, ini loh kenapa alesannya dia di tahan itu yang di sebut, harcus corpus memang berbeda system tetapi prinsipnya sama Cuma bedanya didalam harcus corpus penyidik aktif terus membuktikan kepada hakim bahwa yang bersangkutan, dapat, atau boleh ditahan, atau seharusnya ditahan, dalam system kita penyidik hanya bisa membuktikan hanya perlu membuktikan kalau di kompalin, kalau di ajukan pra-peradilan. 
Termohon	:	Tadi kalau tidak salah saudara ahli mengatakan bahwa common law belum melakukan penyidikan belum bisa mengajukan nama begitu, sebelum adanya tindak pidana ini? (rekaman suara termohon 2 tidak jelas) (01 : 09 :10)
Ahli	:	Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, karena tidak semua tindak pidana korupsi itu ada hubungannya denga kerugian keuangan Negara. Apalagi dengan semua tindak pidana ada hubungannya dengan kerugian keuang Negara. 
Termohon	:	Sekarang artinya, penyidik sudah mempunyai dokumen-dokumen dan hanya memecahkan perhitungan kerugian keuangan Negara saja? Kepada.. siapa namanya?audit. apakah ini apakah itu bisa di perkenankan untuk menjadi saksi ahli? 
Ahli	:	Tadi saya sudah katakan kerugian keuangan Negara itu harus didasarkan pada perhitungan ahli. Karena, ehm.. ada putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan hal ini bahwa memang dapat berkenaan merugikan keuangan Negara itu harus berdasarkan perhitungan-perhtungan yang sifatnya ahli. Saya hanya menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi itu bagian dari mantar untain pengelolaan keuangan Negara, sehingga kemudian tidak sepenuhnya mekanisme berkenaan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi itu ada di domain hukum pidana. Ada kalanya dia terkait dalam hukum lain. Terutama hukum administrasi Negara. Atau hukum keuangan Negara. Disinilah sebenarnya perhitunga tadi diperlukan oleh lembaga yang berwenang, karena dia menyangkut soal kompetensi dari lembaga itu, dan lembaga tersebut bukan sebenarnya lembaga itu yang melakukan perhitungan tetapi, ahli-ahli yang berada didalamnya. Katakanlah seperti itu. Jadi memang diperlukan sebuah perhitungan dari segi akuntansi katakanlah seperti itu, berkenaan dengan apa yang di sebut denga kerugian keuangan Negara ini. Dan memang ahli hukum, sarjana hukum, termasuk penegak hukum seperti penyidik tidak di persiapkan untuk bisa menghitung hal-hal yang sifatnya akuntansi ini. Oleh karena itu diperlukanlah penilaian ahli pendapat ahli mengenai hal ini. 
Termohon	:	Kalau terus berjalan penyidikan ini kerugian Negara, apa bagaimana menurut ahli? Kemudian di kaitkan juga pengulang alat pembuktian itu.
Ahli	:	Kalau menurut pendapat saya justru meminta  perhitangan pendapat ahli itu bagian dari rangkaian tindakan ini. Ya, jadi bagian wilayah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti diantaranya diminta pendapat ahli itu. Jadi tidak ddi pisahkan bagaimana ini penyidikan sementara diminta pendpat ahli, seolah-olah diminta pendapat ahli. Ini bukan bagian dari tindakan penyidik. Justru meminta pendapat ahli itu bagian dari kata-kata yang disebut mencari atau mengumpulkan bukti dalam bidang ini, nah berdasarkan pendapat diantaranya berdasarkan pendapat ahli itulah yang kemudian memang terjadi tindak pidana korupsi. Dan berdasaran pendapat ahli juga diantaranya bisa ditentukan bahwa memang sifulan yang melakukan tindak pdana itu. Jadi jangan dibalik, si fulan di tentukan sebagai tersangka lalu dicari buktinya, ini rumusan undang-undangnya tidak bisa dibalik. Rumusan undang-undangnya serangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat dalam tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi bukan serangkaian tindakan penyidik dan menentukan tersangka, kemudian mencari dan mengumpulkan bukti. Ya, jangan di balik karena dalam teori penafsiran, kata yang berada di depan akan menguasai kata yang berada di dalamnya. Jadi kaya yang mencari dan mengumpulkan bukti, menguasai, membuat terang tindak pidananya, dan menemukan tersangkanya. Dan disisi ini saya berpendapat bahwa untuk bisa terang tindak pidananya harus ada pendapat ahli berkenaan dengan kerugian keuangan Negara, untuk bisa diktakan seseorang melakukan suatu tindak pidana itu harus ada pendapat ahli, bahwa yang bersangkutan memang kemudian ehm.. menuju kepada kewenangan, tugasnya, tanggungjawabnya, berkenaan dengan keuangan Negara itu sehingga dapat di pandang sebagai tersangka dari tindk pidana.
Termohon	:	Cukup yang mulia.
Hakim	:	Cukup? Ada lagi pak?
PH (MIK)	:	 Ada beberapa, mohon izin. Sebentar..
PH (MA)	:	Saudara ahli, saya hanya ingin men-spesifik dari apa yang saudara ahli katakana. Bahwa dalam hal syarat-syarat subjektif dalam kekhawatiran tindak pidana itu tidak ada kewajiban untuk menemukan bagi penyidik. Tapi penyidik harus jelaskan ketika ada complain di pengadilan ini?
Ahli	:	Ya. 
PH (MA)	:	Terimakasih, kemudian saya ingin menanyakan apakah tindakan, suatu tindakan pencekal ini merupakan suatu bagian upaya paksa dari tindakan penyidikan? 
Ahli	:	Kalau kita katakana prinsipnya yang tadi saya katakana, Hukum Acara Pidana itu menyangkup 2 (dua) hal, yaitu proses dan prosedur. Proses adalah, langkah-langkah mengurangi hak asasi manusia. Setiap bentuk langkah-langkah mengurangi hak asasi seseorang adalah suatu hal yang merupakan upaya paksa didalam hukum acara pidana. 
PH (MA)	:	Kemudian, bagaimana jika terjadi suatu proses pencekalan ini ternyata syarat-syaratnya tidsk terpenuhi? Maksud saya upaya paksa dalam hal ini sah atau tidak?
Ahli	:	Dalam hal ini kalau menurut saya, kalau syarat-syaratnya di tentukan oleh undang-undang akan suatu upaya paksa, katakanlah sebagai pencekalan tidak dipenuhi undang-undang berarti apa yang di lakukan oleh pejabat yang melakukan pencekalan tidak menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu salah satu alasan untuk mengatakan bahwa tindakan yang demikian sebagai tidak sah. Sama misalnya tadi penahanan tidak melalui prosedur sama dengan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat yang ada ditentukan oleh undang-undang.
PH (MA)	:	Dan kalau ini merupakan bagian dari upaya paksa pencekalan dari penyidik, dalamupaya paksa. Apakah itu relevan jika dibicarakan di lembaga pengadilan ini? 
Ahli	:	Ya memang kalau kita lihat Pasal 77 KUHAP Pra-peradila itu sah atau tidaknya pada penangkapan, penahanan, pengertian penyidikan, pengertian penyelidikan, permintaan, dan kerugian dari rehabilitasi penagkapan dan penahanan. Tapi semangatnya sebenarnya dengan ketentuan itu KUHAP sedang membangun memberikan sebuah prosedur untuk melindungi hak asasi, sehingga kemudian sudah banyak putusan-putusan yang kemudian memperluas wewenang pra-peradilan itu sampai dengan misalnya sah tidaknya penyitaan, sah tidanya penggeledahan, sah tidaknya pemblokiran, sah tidaknya melakukan police wine. Sah tidaknya, belumpernah dengar saya. Sah tidaknya melakukan pencekalan itu ada putusannya. Tetapi yang lain yang saya sebutkan itu menunjukkan bahwa apa yang menjadi kewenangan Hakim Pra-peradilan adalah segala bentuk upaya. 
PH (MA)	:	Ya. Terimakasih.
Hakim	:	Saya kira sudah cukup? Termohon cukup? 
Termohon	:	Cukup.
Hakim 	:	Cukup ya, baik kalau semuanya sudah cukup kepada saksi ahli kami sampaikan terimakasih ya. Silahkan..
(Saksi ahli meninggalkan ruang sidang)
Hakim	:	Baiklah untuk hari ini Cuma 1 (satu) meja pak ya, kemudian besok berapa orang pak? (bertanya kepada Termohon)
PH (MIK)	:	Mohon maaf pak, kita akan menghadirkan saksi fakta 1 (satu orang). 
Hakim	:	Sekarang?
PH (MIK)	:	Sekarang pak.
Hakim	:	Yasudah silahkan.
(Saksi memasuki ruang sidang)
Hakim	:	Silahkan pak. Bisa pinjam identitas pak? Disini saja. Kemudian pada Kuasa Pemohon nanti minta foto copyannya ya pak saksi. Nanti saja.. baik. Ini nama lengkapnya Nugroho Eko Priyamoko ya, lahir di banyumas, 19 Oktober 1973. Agama islam, pekerjaan karyawan swasta di mana pak?
Saksi (NE)	:	Di Chevron pak. 
Hakim	:	Chefron ya. Pada kuasa pemohon, menerangkan masalah apa ini pak?
PH (MA)	:	Proses pelaksana penahanan. Ini adalah saksi fakta 
Hakim	:	Fakta.
PH (MA)	:	Bukan ahli
Hakim	:	Bukan ahli. Baiklah, karena ini fakta,  ya mengenai fakta.
Termohon	:	Ini fakta ya?
Hakim	:	Ya, bukan ahli.
Termohon	:		Ya saksi yang mengetahui proses penahanan? Tau langsung?
Saksi (NE)	:	Saya penahanan tidak.
Termohon	:	Engga, tentang proses penahanannya tau ga?
Saksi (NE)	:	Engga.
Hakim	:	Apa kita lihat nanti saja. Ya, masalah nanti bisa dibantah ya. Silahkan. Baik sebelum di minta keterangan baiknya disumpah terlebih dahulu ya pak.
Juru Sumpah	:	Bismillahirrohmannirrohim.
Saksi (NE)	:	Bismillah irrohmannirrohim.
Juru Sumpah	:	Wallahi. 
Saksi (NE)	:	Wallahi.
Juru Sumpah	:	Demi Allah
Saksi (NE)	:	Demi Allah 
Juru sumpah	:	Saya bersumpah
Saksi (NE)	:	Saya bersumpah
Juru sumpah	:	sebagai saksi
Saksi (NE)	:	sebagai saksi
Juru sumpah	:	Akan memberikan keterangan yang benar. 
Saksi (NE)	:	Akan memberikan keterangan yang benar.
Juru sumpah	:	Tiada lain
Saksi (NE)	:	Tiada lain
Juru sumpah	:	Dari pada
Saksi (NE)	:	Dari pada
Juru sumpah	:	Yang sebenarnya
Saksi (NE)	:	Yang sebenarnya.
Hakim	:	Baik pada kuasa pemohon, silahkan. 
PH (MA)	:	Baik, saudara saksi ya. Yang ingin kami pertanyakan, apakah sadara saksi kenalyang bernama KUKUH KERTASAFARI? 
Saksi (NE)	:	Kenal.
PH (MA)	:	Kenal, apakah satu pekerjaan? 
Saksi (NE)	:	tidak satu departemen. 
PH (MA)	:	Saki karyawan di PT. Chefron apakah tugas pokok saksi? 
Saksi (NE)	:	Saya tugas di bagian hukum di PT. Chefron. Tugas saya adalah menangani tugas-tugas hukum yang sedang dihadapi oleh perusahaan.
PH (MA)	:	Begitu. Kemudian berkaitan dengan KUKUH KERTASAFARI apakah bagian hukum itu bisa mengetahui profil atau enampilan seorang karyawan ini, misalnya pada karyawan lain, karyawan apa gitu? 
Saksi (NE)	:	Tidak.
PH (MA)	:	Tidak. Kemudian pertanyaan kami selanjutnya. Apakah saksi mengetahui bahwa yang bernama KUKUH pernah dipanggil penyidik? 
Saksi (NE)	:	Mengetahui.
PH (MA)	:	Mengetahui. Apakah saksi setiap dipanggil selalu hadir?
Saksi (NE)	:	Ya. Selalu hadir.
PH (MA)	:	selalu hadir. Jadi semua panggilan dipenuhi dengan baik?
Saksi (NE)	:	Ya. Dengan baik
PH (MA)	:	Kemudian apakah setelah dipenuhi dengan baik itu, apakah saksi juga tau bahwa penyidikan KUKUH ini terhendak?
Saksi (NE)	:	Ya.
PH (MA)	:	Apakah saksi tau berapa kali KUKUH ini dipanggil oleh penyidik?
Saksi (NE)	:	Mohon izin yang mulia.
Hakim	:	Ya silahkan
Saksi	:	Mas KUKUH di panggil oleh Kejaksaan 5 (lima) kali termasuk pada saat beliau ditahan. 
PH (MA)	:	Dipanggil selama 5 (lima) kali?
Saksi (NE)	:	Ya.
PH (MA)	:	Apakah selama dipanggil itu, selalu hadir?
Saksi (NE)	:	Selalu hadir.
PH (MA)	:	Dipenuhi?
Saksi (NE)	: 	Ya.
PH (MA)	: 	Tepat waktu dan tanggalnya?
Saksi (NE)	:	Sesuai dengan waktu dan tanggalnya.
(Rekaman tidak jelas)
Hakim	:	Dari termohon ada pertanyaan pak? 
Termohon	:	Cukup ya, baik ya.. jadi Cuma itu saja keterangannya pak?
PH (MA)	:	Iya.
Hakim	:	Baik. Saudara Nugroho terimakasih ya.
(Saksi meninggalkan ruang sidang)
Hakim	:	Cukup pak saksi hari ini? Kemudian ini untuk perkiraan saja besok berapa pak?
PH (MA)	:	Besok kami akan mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi ahli lagi pak. Berikut kalo di perkenankan untuk memutarkan sebuah video. 
Hakim	:	Silahkan apakah sudah ada alatnya? Karna disini tidak ada alatnya sebaiknya di persiapkan saja. Oke jadi 1 (satu) orang saksi pak ya. Kemudian karena dari pemohon hanya satu orang kemudian memutar terlalu lama kan pak ya waktunya dari pemohon akan mengajukan bukti surat? 
Termohon	:	Mohon ijin majelis sesuai komitmen awal, kita sudah tentukan hari-hari sebelumnya, besok adalah giliran kami. Sesuai komiten awal saja pak. 
Hakim	:	Jadi begini pak ya.. jadi kita luwes sajalah.. bapak kan hari itu juga masih punya hak. Ya jadikan hak bapak juga tidak di batasi, ya jadi kita kasih kesempatan. Ya baik ya.. ada mengajukan saksi? 
Termohon	:	Ada yang mulia.
Hakim	:	Ada ya.. berapa orang?
Termohon	:	satu saja pak.
Hakim	:	Satu ya, kemudian (pembicaraan dipotong oleh Termohon)
Termohon	:	Kita lihat besok, 1 atau 2 yang mulia.
Hakim	:	Kemudian sebagaimana yang beberapakali yang saya ungkapkan. Tolong pagi pak ya. Jadi supaya kita mulainya enak. Jadi kalo segini sudah cukup karena para tahanan belum dateng ya. Jadi kita ga rebut nih, kan ini karena ruang tahanan.
PH (MA)	:	Kami juga sudah disiplinkan jam 8.30 kami sudah disini
Hakim	:	Iya.. baik yaa.. dari pihak termohon pak ya, tolong pagi juga pak ya. Nanti lapor kepada panitera pengganti. 
PH (MA)	:	Ada 1 (satu) lagi yang mau kita mohonkan kepada bapak hakim yang mulia, sesuai dengan sidang yang lalu bapak hakim berkenan jika pemohon mengajukan pemohon principle untuk hadir bersama kami. Kemudian kami sudah lakukan membuat surat kepada tim penyidik, dan sudah diberi tau, semua sudah standby.. apa namanya, ada pengawalnya dan segala macam kemudian berubah. Barangkali apakah kami mendapatkan enjelasan?
Hakim	:	Langsung?
PH (MA)	:	Iya.
Hakim	:	Silahkan..tolong pak berikan penjelasan ini..
Termohon	:	Izin majelis, memang kita perubahan, tapi dalam hal inikan pemohon sudah diwakili penyidik. Kemudian itupun juga penyidik juga berkaitan dengan penyelidik. Jadi istilah kami bukan penyidiknya. Kemudian kami juga menginginkan suatu penetapan majelis.
Hakim	:	Karena begini pak, ini kan masih wewenang dari penyidik, jadi kalau dari kami cukuplah. Anda berdua ya.
Termohon	:	Engga, kami menginginkan adanya penetapan. (Termohon berbicara tidak jelas)
Hakim	:	Kemudian dari pihak pemohon, korelasinya pa pak? Yang ingin disampaikan. Apabila katakana ada unek-unek kan bisa disampaikan melalui bapak. 
PH (MA)	:	Ya kami ingin menampilkan profil, KUKUH KERTA SAFARI dengan segala I’tikad baiknya yang telah disampaikan saksi bagaimana dia (rekaman tidak terdengar)
Hakim	:	Dalam arti tidak harus fisiknya kalau segala sesuatu sudah diwakili bapak kan? Segala apa yang menjadi ganjalan menurut bapakkan dapat disampaikan didalam persidangan ini. 
PH (SFM)	:	Ya disini bisa diwakili, segala kebatinannya itu hanya dia yang bisa mengungkapkan.  Mohon majelis, mohon di kabulkan majelis.
Hakim	:	Baiklah, gini pak ya, skrg saya belum bisa menjawab. Karena ka nada kaitannya dengan perkara yang lain. 
PH (MIK)	:	Mohon pak, mungkin saya bisa sampaikan tadi ada keganjalan sebetulnya sudah ada izin dari kejaksaan tetapi pada saat-saat akan diberangkatkan ke Pengadilan, kenapa di batalkan? Kami kaget juga. Karena pengawalanh dan segala macamnya sudah di persiapkan. Itu semua sudah siap tapi saat akhir tidak jadi untuk dilaksanakan. Jadi ada keanehan bagi kita. Bapak hakim yang mulia ada apa gitu? 
Hakim	:	Ini bagaimana pak?
Termohon	:	jadi kalau kami yang bertugas sebgai penyidik bahwasanya tersangka sudah diwakilkan oleh kuasa pemohon dan itu sudah ada di profil kami. 
Hakim	:	Bukan kalau sudah awal dipastikan.
PH (MIK)	:	Dari awal sudah di izinkan tetapi izinnya dicabut pada saat-saat terakhir?
Termohon	:	Itu kami tidak tau.
Termohon 	:	Dan kami jaksa dalam sidang pra-peradilan bukan penyidik. Dan kami tidak tahu dalam hal itu.
Hakim	:	Mungkin ini bisa di tanyakan kepada penyidik.
PH (MIK)	:	Soalnya kita mekanismenya..
Hakim	:	Tunggu sebentar, apakah yang melarang mereka? Bukan kan? 
PH (MIK)	:	Tidak tau saya pak, saya Tanya katanya jawabannya akan di ungkapkan di persidangan.
Hakim	:	Begitu ya, oke deh, jadi saya belum bisa ini pak, nanti hari inilah ya nanti kami pertimbangkan dahulu. Bisa tidaknya mengenai yang diminya tadikan penetapan. Baiklah masih kami pertimbagkan, tadinya kamikan masih silahkan kalau mau d ajukan tanpa melibatkan kami, seperti itu. Intinyakan Cuma itu aja. Kalau dari pihak anukan harga mati pa penetapan. Untuk apa ini pak? Untuk menjamin apa? Kan sudah ada polisi dan sebagainya. 
Termohon	:	Ada dasar penangguhan penahanan.
Hakim	:	Baik ya, nanti dipertimbangkan hari ini juga nanti. Ada lagi cukup? Dari pihak termohon ada lagi yang di perlukan? Cukup? Baik. Baik ya sidang hari ini kita tunda tanggal 22 November 2012 dengan masih penyampaian saksi dari Termohon dan Pemohon. Sidang hari ini dinyatakan selesai sidang di tutup.
(Palu diketuk)
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